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ABSTRAK 
 
WANA SARI (B 111 09 395) “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA 
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-
SAMA” (Studi Kasus Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp.). Dibimbing 
oleh Prof.Slamet Sampurno,S.H.,M.H selaku pembimbing I, dan 
Bapak Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, 
untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana 
kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dan yang 
kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku. 
Penelitian dilaksanakan di Watampone, yaitu di Pengadilan Negeri 
Watampone metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara penelitian kepustakaan. 
Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut, (1)Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 
145/Pid.B/2012/PN.Wtp. sudah tepat. Terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan terbukti 
secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur delik yang dimuat 
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 ke-1 UU No.3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. (2)Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan 
dalam putusan No. 145/Pid.B./2012/PN.Wtp menurut Penulis sudah 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada 
sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang 
diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan alat bukti surat. Hakim juga 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana dan menilai 
bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilakukan karena pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar 
akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya 
berada pada kondisi yang sehat, ada unsur melawan hukum, serta tidak 
adanya alasan penghapusan pidana 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
. Anak memiliki kedudukan istimewa dan mulia dalam pandangan 
Islam. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus diperlakukan secara 
manusiawi dan diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar 
anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Keberadaan anak yang ada di lingkungan kehidupan ini memang 
perlu mendapat perhatian, terutama tingkah lakunya. Dalam 
perkembangannya ke arah dewasa, terkadang seorang anak dapat 
melakukan perbuatan yang lepas kontrol. Ia dapat melakukan perbuatan 
yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan 
dirinya sendiri. . 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam 
masa pertumbuhan,  sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak 
terlepas dari faktor lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena 
lepas kendali, yang mana kenakalan anak  sudah menjadi tindak pidana 
atau kejahatan,  sehingga perbuatan tersebut  tidak dapat ditolerir lagi. 
Anak  yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat 
hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faktor yang lain 
yakni karena adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan 
yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
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kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara 
hidup sebagai orang tua, telah membawa dampak dalam kehidupan 
bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. 
Pembentukan karakter anak  yang dimulai sejak dini hingga 
dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan 
membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku si anak, baik 
itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga 
lingkungan. 
Dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, istilah bahwa anak 
sebagai generasi penerus, tampaknya sudah mulai memudar maknanya, 
dan bahkan sudah menjadi suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan.  
Seharusnya, anak-anak dipelihara, dibina, dan dilindungi baik oleh 
keluarga maupun oleh Negara sebagai pelanjut/pewaris pembangunan 
bangsa. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini, justru anak telah menjadi 
objek bahkan subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri. 
Pembentukan karakter anak  yang dimulai sejak dini hingga anak 
dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan 
membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku si anak, baik 
itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga 
lingkungan. 
Dengan semakin meningkatnya tindak pidana anak yang terjadi, 
maka penanganan terhadap tindak pidana anak perlu diatur secara 
khusus dan dilaksanakan secara tegas, dimana “payung hukum” yang 
telah disiapkan oleh Negara harus sungguh-sungguh dapat dilaksanakan 
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oleh para aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak 
atau kepentingan anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak 
pidana. 
Adapun masalahnya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak 
dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental 
anak yang belum stabil harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. 
Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya sebab dilihat 
dari segi fisik dan fikirannya berbeda dangan orang dewasa. 
Kejahatan kekerasan telah  diatur secara jelas dalam beberapa 
pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan 
ancaman hukuman yang berat. Namun demikian masih saja terjadi dan 
tidak akan pernah akan berhenti. Untuk itu kompleksnya masalah 
kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan 
perhatian khususnya di kalangan penegak hukum terutama pihak 
kepolisian agar dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi 
kekerasan tersebut. 
Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di atas, maka 
Penulis tertarik untuk mengkaji masalah kekerasan khususnya kekerasan 
yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Watampone dalam bentuk 
suatu karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi 
Kasus Putusan: No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis 
merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana 
kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam 
Putusan  No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp? 
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang 
dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan  
No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil tindak pidana 
kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam 
Putusan  No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh 
anak secara bersama-sama dalam Putusan  
No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp. 
 
D. Kegunaan penelitian  
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
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1. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana anak di 
Indonesia. 
2. Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait 
dalam menangani masalah peradilan anak  
3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk 
pembahasan mengenai pertimbangan Hakim serta penerapan 
sanksi pidana terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak 
dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa terhadap penulisan-
penulisan yang terkait dengan hal tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan 
delictum atau delicta, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 
delict, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal 
dengan istilah strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, 
baar dan feit. straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar  diartikan 
sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai 
tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. 
Secara harfiah strafbaafeit dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan 
atau peristiwa, bukan pelaku. 
Adami Chazawi (2008:67-68), menyatakan bahwa : 
“Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang 
digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit. Istilah 
yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-
undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya 
adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran 
pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat 
dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana”. 
 
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, 
membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari 
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sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya 
ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit. 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan definisi 
tentang strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau 
memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai: 
 “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, 
dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang 
melanggar larangan tersebut”. 
 
Hezewinkel Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997:181) 
mendefinisikan strafbaarfeit sebagai : 
“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa 
yang terdapat  di dalamnya”. 
 
Sementara itu, Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) 
memberikan definisi tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu : 
1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-
undang. 
2. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit  
sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang 
dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
 Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu strafbaarfeit, yaitu ; 
1. Perbuatan melawan hukum; 
2. Dengan sengaja; 
3. Dapat dipertanggungjawabkan; 
4. Diancam pidana.  
8 
Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) dalam 
memberikan definisi tentang strafbaarfeit juga membagi atas 2 
pengertian, yaitu : 
1. Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan strafbaarfeit 
sebagai suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dilarang. 
 
Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa 
setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun 
hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan 
hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut 
definisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam 
perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan  
unsur kesalahan (schuld) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. 
Sementara definisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat 
dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum 
dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus 
mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang 
dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai 
kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam 
undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum. 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa : 
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“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang  oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. 
 
Alasan dari Simons merumuskan strafbaarfeit seperti di atas 
adalah karena : 
a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit  itu disyaratkan bahwa di 
situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun 
yang diwajidkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; 
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti 
yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan 
c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau 
merupakan suatu onrechtmatige handeling. 
 
Lebih lanjut Simons mengatakan, sifatnya yang melawan hukum 
seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, 
bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu 
peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut 
bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang 
tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. 
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit Penulis lebih 
sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa 
istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat 
Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. 
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2.   Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang 
terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 
macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat  atau yang ada 
dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut di antaranya adalah : 
a. Niat; 
b. Maksud atau tujuan; 
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa); 
d. Kemampuan bertanggungjawab. 
Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si 
pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut di antaranya : 
a. Perbuatan; 
b. Akibat; 
c. Keadaan-keadaan. 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur 
objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, 
maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. 
Leden Marpaung (2005:9), membagi unsur-unsur delik sebagai 
berikut : 
a. Unsur Subjektif 
 Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak 
ada kesalahan” (an act does not make a person guilty unless 
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the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea) 
kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (opzet) dan kelapaan (schuld). 
b. Unsur Objektif 
 Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas : 
1. Perbuatan manusia, berupa : 
a. Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif; 
b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau 
mendiamkan; 
2. Akibat (result) perbuatan manusia 
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances) 
 Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain : 
 Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
 Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
 Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Sementara itu, menurut Moeljatno (1986:63) bahwa : 
Unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah : 
 Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
 Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
 Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
 Unsur melawan hukum yang objektif; 
 Unsur melawan hukum yang subjektif. 
 
3.  Jenis-jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi 
pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan 
tentang jenis-jenis dari tindak pidana. 
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Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat 
terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu 
pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum ke dalam dua 
macam “onrecht”, yang mereka sebut ”crimineel onrecht” dan “policie 
onrecht”. 
Crimineel onrecht  adalah setiap tindakan melawan hukum yang 
menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “rechtsorde” atau “tertib 
hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar “kepentingan-
kepentingan”, sedangkan ”police onrecht” adalah setiap tindakan 
melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan 
“kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”. 
Sebelumnya, para pembentuk KUHP kita telah membuat suatu 
pembagian ke dalam apa yang mereka sebut rechtsdelicten dan 
wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang  pada kenyataannya 
mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya 
menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya 
tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan wetsdelicten 
adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya 
ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-
undangan. 
Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa dalam hal pembagian 
jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia 
hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 pembagian, yang 
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pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam buku II dan 
pelanggaran (overtredingen) yang terdapat dalam buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana 
lainnya, di antaranya adalah : 
a. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai 
dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, 
sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai 
dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. 
Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat 
dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya 
nyawa seseorang. 
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten. 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. 
Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana 
dikenal dalam tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), 
yaitu ; 
a. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), 
b. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn), 
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c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og 
dolus eventualis). 
 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang 
benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari 
perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian 
adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang 
mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa 
akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara 
kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang 
pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul 
terjadi. 
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana 
yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan 
dalam melakukan perbuatan tersebut. 
c. Gewone delicten dan  Klacht delicten 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa 
yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara 
klacht delicten adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana 
tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan. 
Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 
bagian, yaitu absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten. 
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan 
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pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, 
sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku 
terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian 
dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, 
pengadu harus menyebutkan orang-orang yang diduga 
merugikan dirinya. 
Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak 
hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang 
namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang 
telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut 
ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, 
maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. 
Selain membahas masalah siapa yang berhak 
melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur 
masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. 
Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. 
Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut adalah 
enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan 
pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan 
apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu 
tersebut terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang 
terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya. 
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d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat 
sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang 
seharusnya. Delik commissionis adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-
undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan 
pencurian. Sementara delik omissionis adalah delik yang 
berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut 
undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan 
dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. 
 
B. Tindak Pidana Kekerasan 
     1.   Pengertian Tindak Pidana Kekerasan 
Kekerasan menurut Zakariah Idris (1998 : 452) adalah: 
“Perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan 
seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera 
atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau 
barang orang lain.” 
 
Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud 
perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, 
sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur penting yang 
harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya 
persetujuan dari pihak lain yang dilukai. 
Menurut Mansour Faqih (Abd. Wahid, 2001 : 31): 
Kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “violence” 
dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep 
yang berbeda. Kata “violence” diartikan disini sebagai suatu 
serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integrasi 
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mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam 
bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut 
serangan fisik belaka. 
 
Pandangan Mansour Faqih itu menunjuk pengertian fisik 
maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk 
penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, 
cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. 
Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun 
berdampak lebih lanjut  pada aspek psikologis. Orang menjadi korban 
kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang 
cukup parah seperti stress dan kemudian bunuh diri. 
Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa: 
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan”. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 
yang dimaksud delik kekerasan adalah suatu perbuatan yang 
melanggar hukum yang membawa akibat-akibat cedera atau 
menyebabkan matinya orang lain.  
Tindak pidana kekerasan adalah suatu problema yang 
senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut 
berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. 
Mengenai kejahatan kekerasan ini Pasal 170 KUHP, menjelaskan 
bahwa: 
1. Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau 
barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun enam bulan. 
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2. Yang bersalah diancam: 
Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika 
dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 
Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, 
jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 
Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, 
jika kekerasan mengakibatkan maut. 
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. 
 
Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonski (Mulyana W. 
Kusuma, 1982 : 25) bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat 
dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola 
kekerasan, yakni: 
1. Kekerasan legal 
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh 
hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam 
peperangan. 
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi  
 Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah 
dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina 
akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat. 
3. Kekerasan rasional 
Beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi 
sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam 
kejahatan yang terorganisir. 
4. Kekerasan yang tidak berperasaan 
Kekerasan seperti ini disebut irrational violence yang terjadi 
tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan 
motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal 
oleh pelaku. 
 
      2.  Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Tubuh 
Bentuk atau jenis tindak pidana dengan kekerasan menurut ahli 
kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer (Mulyana W. 
Kusuma, 1982 :24) adalah kejahatan kekerasan yang utama yaitu 
pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan. 
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1. Penganiayaan 
Mengenai delik penganiayaan diatur dalam bab XX buku kedua 
Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP yang membagi jenis-jenis 
delik penganiayaan, yaitu: 
a. Penganiayaan Biasa 
Jenis penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut : 
“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun; 
 (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun; 
 (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan; 
 (5)   Percobaan untuk melakukan pidana ini tidak 
dipidana.” 
 
Pasal 351 KUHP dapat dikenakan kepada orang jika 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
a) Menimbulkan perasaan tidak enak ; 
b) Menimbulkan rasa sakit ; 
c) Mengakibatkan luka ; 
d) Sengaja merusak kesehatan orang lain. 
b. Penganiayaan Ringan 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut : 
“(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 
356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan 
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pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai 
penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling 
lama tiga bulan atau denda paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah 
sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu 
terhadap orang yang bekerja kepadanya, atau 
menjadi bawahannya; 
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak 
dipidana.” 
 
Unsur-unsur dari Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut : 
a) Menjadikan orang lain sakit ; 
b) Membuat orang lain terhalang untuk melakukan jabatan atau 
pekerjaan sehari-hari. 
c. Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu 
Hal ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang rumusannya 
sebagai berikut : 
“(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun; 
 (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, 
yang bersalah dikenakan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun; 
 (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun.” 
 
Unsur-unsur dari Pasal 353 KUHP sebagai berikut : 
a) Perencanaan terlebih dahulu  
b) Tujuan menjadikan orang lain sakit. 
d. Penganiayaan Berat 
Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi 
kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam 
Pasal 354 KUHP sebagai berikut : 
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“(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, 
dipidana karena melakukan penganiayaan berat 
dengan pidana penjara paling lama 8 tahun; 
 (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang 
bersalah dipidana penjara paling lama 10 tahun.” 
 
e. Penganiayaan berat berencana 
Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 
KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : 
“(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 12 tahun; 
 (2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang 
bersalah dipidana penjara paling lama 15 tahun.” 
 
Unsur-unsur penganiayaan berat berencana: 
a) Adanya perencanaan terlebih dahulu; 
b) Dengan sengaja; 
c) Untuk melukai berat tubuh orang lain. 
 
f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau 
dengan cara tertentu yang memberatkan. 
Macam penganiayaan yang dimaksud adalah 
penganiayaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 356 KUHP, 
yang rumusannya adalah sebagai berikut : 
“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, 
Pasal 354 dan Pasal 355 dapat ditambah dengan 
sepertiga: 
 
(1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, 
bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 
(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang penjahat 
ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 
(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberiikan 
bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan 
untuk dimakan atau diminum.” 
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2. Pembunuhan 
Dalam KUHP pembunuhan terdiri atas beberapa macam yakni 
sebagai berikut : 
a. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang 
rumusannya adalah sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang 
lain, diancam dengan pembunuhan dengan penjara 
paling lama lima belas tahun.” 
 
Unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP yaitu: 
1) Dengan sengaja; 
2) Menghilangkan nyawa orang lain. 
b. Pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain diatur dalam 
Pasal 339 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh 
suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap 
tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang 
yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 
 
 Unsur-unsur dari Pasal 339 KUHP yaitu: 
a) Dengan sengaja; 
b) Menghilangkan nyawa orang lain; 
c) Diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain. 
b. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam 
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dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama 
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 
 
Unsur-unsur Pasal 340 KUHP: 
a) dengan sengaja; 
b) dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain. 
3. Pencurian dengan kekerasan 
Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut : 
a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 
Sembilan tahun. Pencurian didahului, disertai atau 
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau 
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicuri. 
b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun: 
1) Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api 
atau trem yang sedang berjalan; 
2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan 
dengan merusak atau memanjat atau dengan 
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu; 
4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
c. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 
dua tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat 
atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu 
hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. 
 
24 
C. Pengertian Anak 
Dalam kamus Bahasa Indonesia memberi pengertian anak 
(Poerwadarminta, 1989:30) sebagai berikut: 
1. Keturunan yang kedua 
2. Manusia yang masih kecil 
3. Orang yang berasal dari atau dilahirkan (negeri atau daerah), 
untuk orang yang termasuk dalam golongan pekerjaan 
(keluarga dan sebagainya). 
 
Batasan seseorang masih dikatakan anak dipakai untuk menunjuk 
keadaan dimana seseorang dalam hukum dianggap belum mampu 
bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang 
dilakukannya. 
Dalam masyarakat awam, dewasa dikenal dengan adanya tanda 
kedewasaan yang muncul dalam diri anak, salah satunya adalah telah 
mengalami mimpi basah, dan biasanya hal-hal yang menandakan 
kedewasaan anak muncul sekita usia 12 tahun untuk putra dan 9 tahun 
untuk putri. 
Sementara Zakiah Drajat (Maidin Gultom, 2008:32) mengatakan 
bahwa : 
“Batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja 
adalah bahwa masa usia 9 tahun antara 13 tahun sampai 21 tahun 
sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa 
kanak-kanak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami 
pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi 
anak-anak, baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak, 
tetapi bukan pula orang dewasa”. 
 
Untuk masalah perkembangan manusia, Aristoteles (Sofyan S 
Willy, 1987:22) membaginya ke dalam tiga fase, yaitu: 
1. 0-7  tahun adalah masa anak-anak 
2. 7-14 tahun adalah masa sekolah 
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3. 14-21 tahun adalah masa remaja/puber. 
 
Pada fase 0-7 tahun merupakan masa perkembangan kemampuan 
mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan 
emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak. 
Sementara pada fase 7-14 tahun adalah masa belajar awal dimulai 
dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah, 
kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta 
kemampuan anak dalam berbagai potensi, namun masih bersifat 
tersembunyi.  
Hal yang Penulis bahas di atas hanyalah gambaran kecil dari 
banyaknya pembahasan mengenai pengertian tentang yang mana yang 
dapat dikategorikan sebagai anak. Pada pembahasan berikutnya, Penulis 
akan membahas pengertian anak lebih jauh, dilihat dari aspek agama, 
sosial, ekonomi dan hukum. 
1.  Pengertian Anak Ditinjau Dari Aspek Agama, Sosial dan 
Ekonomi 
a.  Anak Menurut Agama 
 Anak memiliki kedudukan istimewa dan mulia dalam 
pandangan Islam, dalam pengertian agama Islam, anak merupakan 
titipan tuhan yang harus diperlakukan secara manusiawi dan 
diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan, akhlak kharimah 
agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam 
mensosialisasikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Hal di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Maulana 
Hasan Wadong, bahwa “anak diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan 
Allah SWT yang lahir dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya 
melalui proses penciptaan berdimensi pada kehendak Allah SWT”. 
Dari aspek agama, jelas dikatakan bahwa anak adalah titipan 
Allah SWT, olehnya itu segala pihak yang terkait terhadap anak 
tersebut haruslah melaksanakan tanggung jawabnya dalam 
memenuhi kebutuhan anak secara keseluruhan. 
b.  Anak dalam Pengertian Sosial 
Disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya 
sebagai wujud untuk berekspresi layaknya orang dewasa, maka 
dalam pandangan aspek sosial, pengertian anak lebih diarahkan 
kepada perlindungan kodratnya. Dalam artian bahwa kodrat sebagai 
anak harus tetap dijaga agar tidak terjadi pemaksaan ataupun 
kesewenang-wenangan, misalnya anak yang masih berumur 8 tahun 
tentunya belum mampu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 
orang dewasa, olehnya itu, agar anak tidak mendapatkan 
diskriminasi maka orang-orang di sekitar harus tetap sadar posisi 
anak tersebut. 
c.  Anak Menurut Aspek Ekonomi 
Dalam hal ini anak diartikan sebagai golongan non-produktif 
atau tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi, baik barang 
maupun jasa. Apabila terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif 
dalam kelompok anak, maka kemampuan tersebut dikarenakan anak 
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mengalami kemampuan transformatif yang disebabkan terjadinya 
interaksi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 
2.  Pengertian Anak ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan 
Di atas telah dibahas pengertian anak dari beberapa aspek, 
sementara dalam pembahasan kali ini, akan dibahas pengertian anak 
dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keseragaman 
tentang batasan umur seseorang dianggap sebagai anak, setiap 
undang-undang memberikan batasan tersendiri, di antaranya adalah: 
a. Anak menurut Hukum Pidana 
Dalam Pasal 45 KUHP memaparkan bahwa dalam hal 
penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 
melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun. 
Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi batas umur 
seseorang masih dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut 
adalah sebelum enam belas tahun. Namun dengan berlakunya 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHP di atas tidak 
berlaku lagi. 
b. Anak menurut Hukum Perdata 
Dalam hukum perdata, ketentuan tentang batasan umur 
seseorang sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam 
buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH 
Perdata Aturan tentang batasan umur seorang anak tercantum dalam 
Pasal 330, yang rumusannya sebagai berikut: 
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“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. 
Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 
dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam 
kedudukan belum dewasa”. 
 
c. Undang-undang Perkawinan 
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, batasan umur seseorang dianggap dewasa dirumuskan 
ke dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:  
“Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 
usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun”. 
 
 
d. Undang-undang Kesejahteraan Anak 
Batasan umur yang digunakan dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sama dengan 
batasan umur dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu 21 tahun, dengan 
rumusan pasal sebagai berikut;  
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 
 
e. Undang-undang Pokok-pokok Perburuhan 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan menentukan bahwa: 
“Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 
(empat belas) tahun ke bawah”. 
 
f. Konvensi Hak-hak Anak 
Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 
November 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut:  
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“Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti 
setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun, kecuali 
menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 
kedewasaan dicapai lebih awal”. 
 
Menurut konvensi ini, seorang anak adalah manusia yang 
berumur belum 18 tahun, namun pembatasan mengenai kriteria umur 
seseorang tidak berlaku mutlak bagi negara-negara yang telah 
meratifikasi hasil konvensi tersebut. Negara diberi kebebasan untuk 
membatasi kriteria umur anak berdasarkan undang-undang yang 
berlaku di setiap Negara. 
g. Undang-undang Pengadilan Anak 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak. menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 ayat (1) 
bahwa:  
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
 
Mengenai batasan umur di atas, telah diubah oleh Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun 
dan sebelum berusia 18 tahun. 
Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah 
berumur delapan belas tahun ke atas pada waktu melakukan tindak 
pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan 
terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap 
dewasa. 
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h. Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Pemasyarakatan, membagi anak ke dalam tiga kriteria, yaitu 
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8), sebagai 
berikut: 
“Anak didik pemasyarakatan adalah: 
a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama 
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 
b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan 
ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 
18 (delapan belas) tahun; 
c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua 
atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk 
dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun”. 
Dari pembagian di atas, satu hal yang nampak tidak berbeda 
adalah batasan umur, meskipun ada tiga jenis anak menurut 
Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan namun untuk batasan 
umur tetap sama yaitu sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
i. Undang-undang Hak Asasi Manusia 
Dalam Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, juga 
diatur tentang batasan umur seorang anak sebagaimana yang 
dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut:  
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 
demi kepentingannya”. 
 
j. Undang-undang tentang Perlindungan Anak 
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Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  
menyebutkan bahwa:  
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
g.  Undang-undang UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan      
 “Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang adalah  anak  
yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  
melakukan tindak pidana”. 
 
 
D. Dasar Pertimbangan Hakim 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, 
yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya 
sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.  
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti 
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. 
Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan.  
Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang 
menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti 
yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan 
terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. 
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Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut 
adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, 
faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana 
adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. 
Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, 
berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang 
memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak 
mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, 
dan sebagainya. 
 Yang meringankan. 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-
undang (Leden Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai berikut : 
1. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang rumusannya 
sebagai berikut. 
 “Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, 
dikurangi sepertiga.” 
2. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) KUHP yang rumusannya sebagai 
berikut.  
 “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 
kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal 
percobaan.” 
3. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 57 ayat (1) yang rumusannya sebagai berikut. 
 “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 
kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
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 Yang Memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang 
ditentukan sebagai berikut : 
1. Dalam hal concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUHP : 
“(1)  Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka 
dijatuhkan hanya satu pidana; 
(2)  Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya.” 
 
Dan Pasal 66 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
 
i. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
ii. Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
untuk perbuatan itu.” 
 
2. Dalam hal Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. 
- Pasal 486 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
“Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 
ayat pertama, 244-248, 253-260, 253-260 bis, 263, 264, 
266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua, dan 
ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ 
ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 
369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 
400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 
480, dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu 
tertentu yang diancam menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 
ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk 
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kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan 
sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan 
belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya 
atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan 
kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang 
dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah 
satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 
140-143, 145-149, Kitab Undang-Undang hokum Pidana 
Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali 
telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, 
kewenangan menjalankan pidana tersebut daluwarsa”. 
 
 
- Pasal 487 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 131, 140 ayat 
pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 
351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitupun pidana 
penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 
104, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan 
ketiga, 339, 340, dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika 
yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima 
tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana 
penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun 
karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 
106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 
ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau 
perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau 
kematian, Pasal 131 ayatu kedua dan ketiga, 137, dan 138 
KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama 
sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan 
kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum 
daluwarsa”. 
- Pasal 488 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 
207, 208, 310, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika 
yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima 
tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian 
pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah 
satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak 
pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau 
jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan 
menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa” 
  
35 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka 
Penulis memilih lokasi penelitian di Watampone yaitu tepatnya di 
Pengadilan Negeri Watampone.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak 
terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dalam hal ini 
Hakim Pengadilan Negeri Watampone. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku 
literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, 
karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya 
dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan 
pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
 
36 
1. Penelitian pustaka (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping 
itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari 
dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama 
melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan 
cara wawancara (interview) langsung kepada Hakim Pengadilan 
Negeri Watampone yang menangani kasus tersebut. 
 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara 
kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat hubungannya dengan penelitian ini. 
Penggunaan teknik analisis kuantitatif mencakup semua data 
yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung 
kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan 
pendekatan kuantitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman 
secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti. 
 
37 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama 
(Studi Kasus Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp). 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 pukul 
09.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Suhra Sale di 
Jalan Bhayangkara Dalam Watampone Kabupaten Bone, ketika 
itu Tikrawati binti Laraha lewat di depan rumah saksi korban 
sambil meludah dan ketika lewat depan rumah untuk yang 
ketiga kalinya Tikrawati binti Laraha berteriak kepada saksi 
korban mengatakan “taileccimu” mendengar hal demikian saksi 
korban mendekati Tikrawati binti Laraha “apa kita bilang?” 
kemudian Tikrawati binti Laraha mendekati saksi korban dan 
mengancam akan memukul saksi korban, secara tiba-tiba 
Tikrawati binti Laraha memukul saksi korban pada bagian 
tangan kanan menggunakan tangannya, kemudian saksi korban 
langsung bergumul dengan Tikrawati binti Laraha dan kemudian 
datang saksi Dra.A.Nurwanna Bakri binti Bakri dan saksi Ali bin 
Malik  untuk melerai, mereka berdua memegang saksi korban 
agar berhenti sehingga Tikrawati binti Laraha bangun langsung 
mengambil motornya dan pulang ke rumahnya. Tidak lama 
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kemudian Tikrawati binti Laraha datang kembali bersama-sama 
suaminya Darwis dan anaknya Indrawati binti Darwis dan 
Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis, kemudian Darwis 
mencabut pagar kayu kemudian membagikan kepada anak dan 
istrinya kemudian Darwis berteriak kembali kepada anak dan 
istrinya “maju, pukul, bunuh dia” sambil berdiri di atas meja 
memukul anak dan istrinya agar maju sehingga saksi korban 
diikuti oleh Indrawati binti Darwis memukul saksi korban 
beberapa kali dengan menggunakan kayu pada bagian 
belakang saksi korban dan punggung saksi korban lalu saksi 
korban melompat ke meja dan lari ke tangga untuk naik ke atas 
rumah dan Darwis berteriak kembali “pukul dia, bunuh dia” dan 
pada saat saksi korban berada di tangga, Tikrawati binti Laraha 
memukul punggung dan kaki saksi korban berkali-kali dan juga 
bersamaan dengan itu Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis 
memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berkali-kali, 
selanjutnya karena melihat kedatangan Anggriani binti Darwis, 
Darwis memerintahkan Anggriani binti Darwis untuk memukul 
saksi korban pada tumit kaki kanan sebanyak dua kali dengan 
menggunakan kayu yang diberikan oleh Darwis sambil Darwis 
berteriak “pukul pukul, kenapa tidak bunuhki” bersamaan 
dengan itu datang saksi Baharuddin Als.Bahar bin Thalib dan 
Ridwan Als.Udin bin H.Abd.Hafid melerai dan saksi Baharuddin 
Als.Bahar bin Thalib menyuruh saksi korban masuk ke dalam 
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rumah dan tidak melawan kemudian Darwis berteriak lagi 
menyuruh Anggriani binti Darwis masuk ke rumah saksi korban 
dan siapa saja yang melerainya jadi lawannya dan pada saat itu 
saksi Ridwan Als.Udin bin H.Abd.Hafid menjawab “jangan 
begitu pak” dan Darwis membalas “kenapa? Saya suaminya” 
dan pada saat saksi korban berada di teras rumahnya, Darwis 
memberikan batu kepada Anggriani binti Darwis dan 
menyuruhnya untuk melempari saksi korban namun tidak 
mengenai saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa Sri 
Hartina Hastuti binti Darwis, Tikrawati binti Laraha, Indrawati 
binti Darwis, Anggriani binti Darwis dan Darwis melempari 
rumah saksi korban dan mengenai bagian paha dan lutut saksi 
korban, kemudian Darwis menyuruh turun saksi korban sambil 
berkata “jangan ada yang melapor kalau ada saya yang 
dilawan”, tidak lama kemudian  Tikrawati binti Laraha pulang 
bersama Indrawati binti Darwis, sedangkan Terdakwa Sri 
Hartina Hastuti binti Darwis dan Anggriani binti Darwis masih 
sembunyi di gardu yang tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu 
Anggriani binti Darwis masuk ke gardu saksi korban sambil 
mengancam “awasko saya dapatko saya parangiko” namun 
saksi korban tidak menghiraukan lalu Anggriani binti Darwis 
menghamburkan kue jualan saksi korban. 
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
DAKWAAN TUNGGAL 
Bahwa ia terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis 
bersama-sama dengan Tikrawati binti Laraha, Indrawati binti 
Darwis, Anggriani binti Darwis (yang diperiksa dalam berkas 
perkara yang terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 September 
2011 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu yang masih berada pada bulan September tahun 2011 
bertempat di Jalan Bhayangkara Dalam Watampone Kabupaten 
Bone atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih 
berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone di 
muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap 
orang atau barang. 
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Sri Hartina 
Hastuti binti Darwis yang berusia 14 tahun 5 bulan yang masih 
masuk dalam kategori anak dengan cara-cara 
berikut:……………………………………………. 
- Pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 pukul 09.00 
wita, bertempat di rumah saksi korban Suhra Sale di Jalan 
Bhayangkara Dalam Watampone Kabupaten Bone, ketika itu 
Tikrawati binti Laraha lewat di depan rumah saksi korban 
sambil meludah dan ketika lewat depan rumah untuk yang 
ketiga kalinya Tikrawati binti Laraha berteriak kepada saksi 
korban mengatakan “taileccimu” mendengar hal demikian 
saksi korban mendekati Tikrawati binti Laraha “apa kita 
bilang?” kemudian Tikrawati binti Laraha mendekati saksi 
korban dan mengancam akan memukul saksi korban, secara 
tiba-tiba Tikrawati binti Laraha memukul saksi korban pada 
bagian tangan kanan menggunakan tangannya, kemudian 
saksi korban langsung bergumul dengan Tikrawati binti 
Laraha dan kemudian datang saksi Dra.A.Nurwanna Bakri 
binti Bakri dan saksi Ali bin Malik  untuk melerai, mereka 
berdua memegang saksi korban agar berhenti sehingga 
Tikrawati binti Laraha bangun langsung mengambil 
motornya dan pulang ke rumahnya. 
- Tidak lama kemudian Tikrawati binti Laraha datang kembali 
bersama-sama suaminya Darwis dan anaknya Indrawati binti 
Darwis dan Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis, 
kemudian Darwis mencabut pagar kayu kemudian 
membagikan kepada anak dan istrinya kemudian Darwis 
berteriak kembali kepada anak dan istrinya “maju, pukul, 
bunuh dia” sambil berdiri di atas meja memukul anak dan 
istrinya agar maju sehingga saksi korban diikuti oleh 
Indrawati binti Darwis memukul saksi korban beberapa kali 
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dengan menggunakan kayu pada bagian belakang saksi 
korban dan punggung saksi korban lalu saksi korban 
melompat ke meja dan lari ke tangga untuk naik ke atas 
rumah dan Darwis berteriak kembali “pukul dia, bunuh dia” 
dan pada saat saksi korban berada di tangga, Tikrawati binti 
Laraha memukul punggung dan kaki saksi korban berkali-
kali dan juga bersamaan dengan itu Terdakwa Sri Hartina 
Hastuti binti Darwis memukul saksi korban dengan 
menggunakan kayu berkali-kali, selanjutnya karena melihat 
kedatangan A Anggriani binti Darwis, Darwis memerintahkan 
Anggriani binti Darwis untuk memukul saksi korban pada 
tumit kaki kanan sebanyak dua kali dengan menggunakan 
kayu yang diberikan oleh Darwis sambil Darwis berteriak 
“pukul pukul, kenapa tidak bunuhki” bersamaan dengan itu 
datang saksi Baharuddin Als.Bahar bin Thalib dan Ridwan 
Als.Udin bin H.Abd.Hafid melerai dan saksi Baharuddin 
Als.Bahar bin Thalib menyuruh saksi korban masuk ke 
dalam rumah dan tidak melawan kemudian Darwis berteriak 
lagi menyuruh Anggriani binti Darwis masuk ke rumah saksi 
korban dan siapa saja yang melerainya jadi lawannya dan 
pada saat itu saksi Ridwan Als.Udin bin H.Abd.Hafid 
menjawab “jangan begitu pak” dan Darwis membalas 
“kenapa? Saya suaminya” dan pada saat saksi korban 
berada di teras rumahnya, Darwis memberikan batu kepada 
Anggriani binti Darwis dan menyuruhnya untuk melempari 
saksi korban namun tidak mengenai saksi korban dan tidak 
lama kemudian Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis, 
Tikrawati binti Laraha, Indrawati binti Darwis, Anggriani binti 
Darwis dan Darwis melempari rumah saksi korban dan 
mengenai bagian paha dan lutut saksi korban, kemudian 
Darwis menyuruh turun saksi korban sambil berkata “jangan 
ada yang melapor kalau ada saya yang dilawan”, tidak lama 
kemudian  Tikrawati binti Laraha pulang bersama Indrawati 
binti Darwis, sedangkan Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti 
Darwis dan Anggriani binti Darwis masih sembunyi di gardu 
yang tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu Anggriani binti 
Darwis masuk ke gardu saksi korban sambil mengancam 
“awasko saya dapatko saya parangiko” namun saksi korban 
tidak menghiraukan lalu Anggriani binti Darwis 
menghamburkan kue jualan saksi korban. 
 
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sri Hartina 
Hastuti binti Darwis bersama Tikrawati binti Laraha, Indrawati 
binti Darwis, Anggriani binti Darwis dan Darwis, saksi korban 
mengalami luka-luka dan merasakan sakit sebagaimana Visum 
Et Repertum No: 353/ 264/ RSU/ Tanggal 26 Oktober 2011 
yang ditandatangani oleh dr.Hj.SYAHRAENI 
Nip.196901132002122004 dengan hasil pemeriksaan : 
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1. Pemeriksaan luar: 
- Luka gores punggung bawah sebelah kanan di 3 
tempat dengan ukuran 5 cm, 15 cm dan 15 cm. 
2. Pemeriksaan khusus: - 
3. Tindakan yang diberikan: - 
4. Kesimpulan: 
- Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh 
sentuhan benda tumpul. 
Perbuatan Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis 
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa, Penuntut Umum lalu menuntut Terdakwa agar dipidana 
sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya 
menuntut sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis bersalah 
melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama 
melakukan  kekerasan terhadap orang atau barang 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 
(1) KUHP Jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak.  
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 
selama 2 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada 
dalam tahanan sementara. 
3) Menyatakan agar barang bukti berupa : 
- 3 (tiga) batang kayu 
- 1 (satu) buah sapu dengan pegangannya 
- 4 (empat) buah batu kerikil 
4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Analisis Penulis 
Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
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dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana 
(Leden Marpaung, 2005:2) 
Yang harus dibuktikan dalam penerapan hukum pidana materil 
yaitu apakah pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur delik dalam 
Pasal yang didakwakan,  dan apakah terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana. 
Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum 
yang diteliti oleh Penulis, Jaksa menggunakan dakwaan tunggal, 
yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 Tentang 
Pengadilan Anak. 
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-
saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, menurut 
Penulis Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan 
dakwaan dan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang 
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan sebagai berikut: 
1. Barangsiapa; 
2. Di muka umum; 
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan 
kekerasan terhadap orang atau barang; 
4. Terdakwa Sri Hastina Hastuti Binti Darwis usianya 14 tahun 
masuk dalam kategori anak. 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
pelaku, jika telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-
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unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 
dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar 
atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, 
maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban 
pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat 
( Moeljatno, 1983:6) yaitu :  
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat 
dipertanggung jawabkan dari si pembuat; 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap 
psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya 
yaitu :  
a. Disengaja; 
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai. 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si 
pembuat.  
 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan 
yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu 
dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. 
Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu 
menentukan kehendaknya tentang baik buruknya perbuatan, dia 
tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang 
demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
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Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang dirumuskan sebagai 
berikut : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. 
Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur 
perbuatan melawan hukum. 
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang 
dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau 
alasan pemaaf.  
Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana 
berupa dasar pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan sifat 
melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya 
tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang 
ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu 
tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi 
tidak dijatuhi pidana. 
Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau 
penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (overmacht), bela paksa, 
pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweerex Berikutnya 
untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah 
apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.  
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Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana 
berupa dasar pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan sifat 
melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatanya 
tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang 
ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu 
tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi 
tidak dijatuhi pidana. 
Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-
alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku 
I KUHP, yaitu dasar Pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, 
keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP. 
Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau 
penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (overmacht), bela paksa, 
pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweerexes), perintah 
jabatan yang tidak sah.es), perintah jabatan yang tidak sah. 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, pelaku tindak 
pidananya adalah anak berumur 14 tahun. Kemampuan 
bertanggung jawab pada anak tidak dapat terlepas dari faktor umur. 
Menurut Penulis anak usia 14 tahun sudah dapat menentukan 
perbuatan yang baik dan buruk. Penulis menilai bahwa terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
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Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi 
yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.  
Selain itu, Penulis tidak melihat adanya alasan pembenar 
atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena 
walaupun pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa dipukul 
oleh ayahnya agar melakukan tindak pidana kekerasan, namun 
tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana karena posisi 
Terdakwa masih dapat menghindar dan menentukan akan tetap 
melakukan tindak pidana atau tidak.    
. 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak 
Secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan 
No.145/Pid.B/2012/PN.Wtp). 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan jaksa Penuntut 
Umum tersebut mengakui perbuatannya dan mohon keringanan 
hukuman, yang atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum 
menyatakan tetap pada tuntutannya; 
Menimbang bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan 
dengan dakwaan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum No.Reg.Perk:PDM-97/W.Pone/Ep.2/03/2012, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
Bahwa ia terdakwa SRI HARTINA HASTUTI binti DARWIS 
bersama-sama dengan TIKRAWATI binti LARAHA, INDRAWATI 
binti DARWIS, ANGGRIANI binti DARWIS (yang diperiksa dalam 
berkas perkara yang terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 
September 2011 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu yang masih berada pada bulan September tahun 
2011 bertempat di Jalan Bhayangkara Dalam Watampone 
Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang 
masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone 
di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap 
orang atau barang. 
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Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa SRI HARTINA 
HASTUTI  binti DARWIS yang berusia 14 tahun 5 bulan yang masih 
masuk dalam kategori anak dengan cara-cara 
berikut:……………………………………………. 
- Pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 pukul 09.00 wita, 
bertempat di rumah saksi korban Suhra Sale di Jalan 
Bhayangkara Dalam Watampone Kabupaten Bone, ketika itu 
Tikrawati binti Laraha lewat di depan rumah saksi korban sambil 
meludah dan ketika lewat depan rumah untuk yang ketiga 
kalinya Tikrawati binti Laraha berteriak kepada saksi korban 
mengatakan “taileccimu” mendengar hal demikian saksi korban 
mendekati Tikrawati binti Laraha “apa kita bilang?” kemudian 
Tikrawati binti Laraha mendekati saksi korban dan mengancam 
akan memukul saksi korban, secara tiba-tiba Tikrawati binti 
Laraha memukul saksi korban pada bagian tangan kanan 
menggunakan tangannya, kemudian saksi korban langsung 
bergumul dengan Tikrawati binti Laraha dan kemudian datang 
saksi Dra.A.Nurwanna Bakri binti Bakri dan saksi Ali bin Malik  
untuk melerai, mereka berdua memegang saksi korban agar 
berhenti sehingga Tikrawati binti Laraha bangun langsung 
mengambil motornya dan pulang ke rumahnya. 
- Tidak lama kemudian Tikrawati binti Laraha datang kembali 
bersama-sama suaminya Darwis dan anaknya Indrawati binti 
Darwis dan Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis, kemudian 
Darwis mencabut pagar kayu kemudian membagikan kepada 
anak dan istrinya kemudian Darwis berteriak kembali kepada 
anak dan istrinya “maju, pukul, bunuh dia” sambil berdiri di atas 
meja memukul anak dan istrinya agar maju sehingga saksi 
korban diikuti oleh Indrawati binti Darwis memukul saksi korban 
beberapa kali dengan menggunakan kayu pada bagian 
belakang saksi korban dan punggung saksi korban lalu saksi 
korban melompat ke meja dan lari ke tangga untuk naik ke atas 
rumah dan Darwis berteriak kembali “pukul dia, bunuh dia” dan 
pada saat saksi korban berada di tangga, Tikrawati binti Laraha 
memukul punggung dan kaki saksi korban berkali-kali dan juga 
bersamaan dengan itu Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis 
memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berkali-kali, 
selanjutnya karena melihat kedatangan A Anggriani binti 
Darwis, Darwis memerintahkan Anggriani binti Darwis untuk 
memukul saksi korban pada tumit kaki kanan sebanyak dua kali 
dengan menggunakan kayu yang diberikan oleh Darwis sambil 
Darwis berteriak “pukul pukul, kenapa tidak bunuhki” bersamaan 
dengan itu datang saksi Baharuddin Als.Bahar bin Thalib dan 
Ridwan Als.Udin bin H.Abd.Hafid melerai dan saksi Baharuddin 
Als.Bahar bin Thalib menyuruh saksi korban masuk ke dalam 
rumah dan tidak melawan kemudian Darwis berteriak lagi 
menyuruh Anggriani binti Darwis masuk ke rumah saksi korban 
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dan siapa saja yang melerainya jadi lawannya dan pada saat itu 
saksi Ridwan Als.Udin bin H.Abd.Hafid menjawab “jangan 
begitu pak” dan Darwis membalas “kenapa? Saya suaminya” 
dan pada saat saksi korban berada di teras rumahnya, Darwis 
memberikan batu kepada Anggriani binti Darwis dan 
menyuruhnya untuk melempari saksi korban namun tidak 
mengenai saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa Sri 
Hartina Hastuti binti Darwis, Tikrawati binti Laraha, Indrawati 
binti Darwis, Anggriani binti Darwis dan Darwis melempari 
rumah saksi korban dan mengenai bagian paha dan lutut saksi 
korban, kemudian Darwis menyuruh turun saksi korban sambil 
berkata “jangan ada yang melapor kalau ada saya yang 
dilawan”, tidak lama kemudian  Tikrawati binti Laraha pulang 
bersama Indrawati binti Darwis, sedangkan Terdakwa Sri 
Hartina Hastuti binti Darwis dan Anggriani binti Darwis masih 
sembunyi di gardu yang tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu 
Anggriani binti Darwis masuk ke gardu saksi korban sambil 
mengancam “awasko saya dapatko saya parangiko” namun 
saksi korban tidak menghiraukan lalu Anggriani binti Darwis 
menghamburkan kue jualan saksi korban. 
 
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sri Hartina Hastuti 
binti Darwis bersama Tikrawati binti Laraha, Indrawati binti Darwis, 
Anggriani binti Darwis dan Darwis, saksi korban mengalami luka-
luka dan merasakan sakit sebagaimana Visum Et Repertum No: 
353/ 264/ RSU/ Tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh 
dr.Hj.SYAHRAENI Nip.196901132002122004 dengan hasil 
pemeriksaan : 
1. Pemeriksaan luar: 
- Luka gores punggung bawah sebelah kanan di 3 tempat dengan 
ukuran 5 cm, 15 cm dan 15 cm. 
2. Pemeriksaan khusus: - 
3. Tindakan yang diberikan: - 
4. Kesimpulan: 
- Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh sentuhan 
benda tumpul. 
 
Perbuatan Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) 
KUHP Jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, 
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang 
memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut: 
1. Saksi Suhra binti Sale; 
2. Saksi Dra. A.Nurwanna Bakri binti Bakri; 
3. Saksi Hasmidar Als.Ida binti Hamzah; 
4. Saksi Dra.A.Nurjannah,M.si binti H.A.Tinggi Nurdin; 
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5. Saksi Baharuddin Als.Bahar Spd bin Thalib; 
Yang atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak 
keberatan dan membenarkannya; 
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat 
(1) KUHP Jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 Tentang Pengadilan Anak, 
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Barangsiapa; 
2. Di muka umum; 
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan 
kekerasan terhadap orang atau barang; 
4. Terdakwa SRI HASTINA HASTUTI Binti DARWIS usianya 14 
tahun masuk dalam kategori anak 
 
 
Ad. 1. Unsur Barang Siapa : 
 Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang 
melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersbut mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan identitas yang 
sesuai dengan identitas pada surat Dakwaan kami. 
 Dimana terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di 
persidangan ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat 
mengahapuskan perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur 
barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad.2. Unsur Di Muka Umum : 
 Di muka umum dapat diartikan sebagai sebuah tempat 
dimana orang umum atau publik dapat melihat sebuah kejadian 
dengan jelas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas 
terurai jelas segala perbuatan dan atau peran Terdakwa yang telah 
melakukan: 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 
September 2011 sekitar pukul 09.00 wita, di depan rumah saksi 
di Jalan Bhayangkara Dalam Watampone Kabupaten Bone;  
- Bahwa bermula ketika saksi korban melayani Hasmidar membeli 
kue dan pada saat yang bersamaan saksi Nurjannah lewat naik 
motor dan berteriak “Milo”, tiba-tiba Tikra pulang pergi di depan 
korban sambil berteriak “lessimu” lalu Tikra masuk pakai helm 
sendiri, korban juga sendiri di warung didatangi Tikra lalu Tikra 
mengancam melempar seolah-olah menampar lalu saksi korban 
mengambil kayu, lalu setelah kayu dibuang oleh saksi korban, 
kemudian Tikra menampar wajah korban 2 kali dan kejadian 
tersebut dilihat saksi Nurwannah dan saksi Ali; 
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi bersama-sama 
dengan Bapak, Ibu dan kakak-kakak Terdakwa; 
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- Bahwa benar korban dipukul pakai kayu, yang pertama memukul 
adalah Tikra memakai gagang sapu saat korban di atas meja 
pada punggung 2 kali, lalu kayu jatuh, Tikra mengambil kayu lalu 
lari menaiki tangga, kemudian saat korban di teras rumah Tikra, 
Darwis, Anggi melempari tubuh korban dengan batu; 
- Bahwa benar Terdakwa Sri Hartina juga memukul kaki korban 
berkali-kali saat korban di atas meja lalu korban lari melompat ke 
tangga dan dipukul oleh Terdakwa Sri Hartina dengan kayu yang 
diberikan oleh Darwis mengenai bagian belakang kaki korban 2 
kali dari arah samping tangga serta melempar rumah saksi 
korban; 
- Bahwa benar Indah memukul saksi korban berkali-kali saat 
berada di atas meja lalu saksi korban lari melompat ke tangga 
dan dipukul oleh Indah pada saat saksi korban berada di tangga 
dari arah samping dengan kayu sebanyak beberapa kali pada 
bagian belakang kaki saksi korban serta melempar rumah saksi 
korban; 
- Bahwa selanjutnya Anggi yang memegang kayu ikut memukul 
punggung dan kaki saksi korban dari arah samping tangga 
sebanyak beberapa kali dan pada saat saksi korban berada di 
teras rumah, Anggi melempar tubuh saksi korban dengan batu 
sebanyak satu kali dan kena pada bagian paha saksi korban; 
- Bahwa selanjutnya Anggi menghambur-hamburkan kue jualan 
saksi korban hingga tidak laku dijual lagi kemudian Anggi 
berteriak “awas saya dapatko saya bunuhko, saya dotiko, 
kubakar rumahmu”; 
- Bahwa selanjutnya Darwis melempari rumah dengan batu pada 
saat berada di teras rumah dan mengena pada bagian belakang 
lutut saksi korban  sebanyak satu kali dimana Darwis melempar 
bersama-sama Tikra dan Anggi; 
- Bahwa benar Bapak Terdakwa menyuruh Terdakwa memukul 
korban sambil berkata “ayo maju jangan mundur” kemudian 
Bapak Terdakwa mencabut pagar; 
- Bahwa benar Terdakwa memegang kayu yang diberikan 
Bapaknya; 
- Bahwa benar korban bergulat dengan Tikra selama ±30 menit; 
- Bahwa setelah itu Tikra pulang dan tidak lama kemudian saat 
korban di gardu, Tikra datang bersama dengan Darwis, Indah, 
Sri, dan Anggi kemudian Darwis berteriak maju, pukul, maju; 
- Bahwa sebelumnya memang ada perkara tanah, jadi korban 
dengan Tikra tidak saling tegur; 
- Bahwa benar pagar korban rusak dan tubuh korban terasa sakit 
dan mengalami luka; 
- Bahwa benar banyak yang menonton kejadian itu; 
 
Yang dilakukan bersama-sama dengan Tikra, Indah, Anggi 
dan Darwis, dimana perbuatan tersebut dilakukan di depan rumah 
korban di Jalan Bhayangkara Dalam Watampone Kabupaten Bone. 
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 Ad.3.Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang : 
Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan artinya 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 
yang tidak sah, misalnya memukul dengan telapak tangan atau 
dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan 
sebagainya. 
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan 
yakni keterangan saksi Suhra Sale, Dra.A.Nurwanna Bakri,MM 
binti Bakri, Hasmidar Als.Ida binti Hamzah, Dra.A.Nurjannah Msi 
binti H.A.Tinggi Nurdin, Baharuddin Spd bin Thalib dan 
keterangan Terdakwa sendiri serta didukung adanya petunjuk 
bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekitar 
pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama dengan Darwis, Tikra, 
Indah, dan Anggi (Berkas Displit) telah melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang kepada Suhra binti Sale dengan 
menggunakan kayu dan batu. Bermula ketika itu Tikrawati binti 
Laraha lewat di depan rumah saksi korban sambil meludah dan 
ketika lewat depan rumah untuk yang ketiga kalinya Tikrawati 
binti Laraha berteriak kepada saksi korban mengatakan 
“taileccimu” mendengar hal demikian saksi korban mendekati 
Tikrawati binti Laraha “apa kita bilang?” kemudian Tikrawati binti 
Laraha mendekati saksi korban dan mengancam akan memukul 
saksi korban, secara tiba-tiba Tikrawati binti Laraha memukul 
saksi korban pada bagian tangan kanan menggunakan 
tangannya, kemudian saksi korban langsung bergumul dengan 
Tikrawati binti Laraha dan kemudian datang saksi 
Dra.A.Nurwanna Bakri binti Bakri dan saksi Ali bin Malik  untuk 
melerai, mereka berdua memegang saksi korban agar berhenti 
sehingga Tikrawati binti Laraha bangun langsung mengambil 
motornya dan pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian 
Tikrawati binti Laraha datang kembali bersama-sama suaminya 
Darwis dan anaknya Indrawati binti Darwis dan Terdakwa Sri 
Hartina Hastuti binti Darwis, kemudian Darwis mencabut pagar 
kayu kemudian membagikan kepada anak dan istrinya 
kemudian Darwis berteriak kembali kepada anak dan istrinya 
“maju, pukul, bunuh dia” sambil berdiri di atas meja memukul 
anak dan istrinya agar maju sehingga saksi korban diikuti oleh 
Indrawati binti Darwis memukul saksi korban beberapa kali 
dengan menggunakan kayu pada bagian belakang saksi korban 
dan punggung saksi korban lalu saksi korban melompat ke meja 
dan lari ke tangga untuk naik ke atas rumah dan Darwis 
berteriak kembali “pukul dia, bunuh dia” dan pada saat saksi 
korban berada di tangga, Tikrawati binti Laraha memukul 
punggung dan kaki saksi korban berkali-kali dan juga 
bersamaan dengan itu Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti Darwis 
memukul saksi korban dengan menggunakan kayu berkali-kali, 
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selanjutnya karena melihat kedatangan A Anggriani binti 
Darwis, Darwis memerintahkan Anggriani binti Darwis untuk 
memukul saksi korban pada tumit kaki kanan sebanyak dua kali 
dengan menggunakan kayu yang diberikan oleh Darwis sambil 
Darwis berteriak “pukul pukul, kenapa tidak bunuhki” bersamaan 
dengan itu datang saksi Baharuddin Als.Bahar bin Thalib dan 
Ridwan Als.Udin bin H.Abd.Hafid melerai dan saksi Baharuddin 
Als.Bahar bin Thalib menyuruh saksi korban masuk ke dalam 
rumah dan tidak melawan kemudian Darwis berteriak lagi 
menyuruh Anggriani binti Darwis masuk ke rumah saksi korban 
dan siapa saja yang melerainya jadi lawannya dan pada saat itu 
saksi Ridwan Als.Udin bin H.Abd.Hafid menjawab “jangan 
begitu pak” dan Darwis membalas “kenapa? Saya suaminya” 
dan pada saat saksi korban berada di teras rumahnya, Darwis 
memberikan batu kepada Anggriani binti Darwis dan 
menyuruhnya untuk melempari saksi korban namun tidak 
mengenai saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa Sri 
Hartina Hastuti binti Darwis, Tikrawati binti Laraha, Indrawati 
binti Darwis, Anggriani binti Darwis dan Darwis melempari 
rumah saksi korban dan mengenai bagian paha dan lutut saksi 
korban, kemudian Darwis menyuruh turun saksi korban sambil 
berkata “jangan ada yang melapor kalau ada saya yang 
dilawan”, tidak lama kemudian  Tikrawati binti Laraha pulang 
bersama Indrawati binti Darwis, sedangkan Terdakwa Sri 
Hartina Hastuti binti Darwis dan Anggriani binti Darwis masih 
sembunyi di gardu yang tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu 
Anggriani binti Darwis masuk ke gardu saksi korban sambil 
mengancam “awasko saya dapatko saya parangiko” namun 
saksi korban tidak menghiraukan lalu Anggriani binti Darwis 
menghamburkan kue jualan saksi korban. 
Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No: 
353/ 264/ RSU/ Tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh 
dr.Hj.SYAHRAENI Nip.196901132002122004 dengan hasil 
pemeriksaan : 
1. Pemeriksaan luar: 
- Luka gores punggung bawah sebelah kanan di 3 tempat dengan 
ukuran 5 cm, 15 cm dan 15 cm. 
2. Pemeriksaan khusus: - 
3. Tindakan yang diberikan: - 
4. Kesimpulan: keadaan tersebut diperkirakan oleh sentuhan 
benda tumpul. 
Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad. 4. Yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Hartina Hastuti binti 
Darwis yang usianya 14 tahun masuk dalam kategori anak  
54 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan 
yakni keterangan saksi Suhra Sale, Dra.A.Nurwanna Bakri,MM binti 
Bakri, Hasmidar Als. Ida binti Hamzah, Dra.A.Nurjannah,M.si binti 
H.A.Tinggi Nurdin, Baharuddin Als. Bahar,Spd bin Thalib dan 
keterangan Terdakwa sendiri serta didukung adanya petunjuk dari 
Anggi (berkas displit) telah melakukan penganiayaan secara 
bersama-sama terhadap Suhra binti Sale pada hari Minggu tanggal 
25 September 2011 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di depan 
rumah saksi korban di Jalan Bhayangkara Dalam Watampone, 
Kabupaten Bone bahwa umur Terdakwa pada saat melakukan 
tindak pidana masih berusia 14 tahun yang masuk dalam kategori 
anak. Dengan demikian unsur kategori anak telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di 
atas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga terdakwa 
haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan hukumannya; 
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri 
dan perbuatan Terdakwa, maka hakim tidak akan 
mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan selebihnya dan 
selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan 
pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana 
ditentukan Undang-undang, sehingga dapat menghapuskan pidana 
Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan 
sementara, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan 
bersalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan bagi 
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
dan yang meringankan bagi Terdakwa; 
 
Hal yang memberatkan; 
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka; 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama 
persidangan; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa masih di bawah umur. 
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2. Amar Putusan 
Dalam perkara ini, Hakim memutuskan : 
MENGADILI: 
a. Menyatakan Terdakwa SRI HARTINA HASTUTI binti 
DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; 
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) bulan 2 (dua) hari; 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ini; 
d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
e. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu, 1 
(satu) buah sapu dengan pegangannya, 4 (empat) buah batu 
kerikil, masing-masing digunakan dalam perkara ini. 
f. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp2.000,- (dua ribu ripuah). 
 
 
3. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 
(vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman), dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada 
tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, 
yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa. 
Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada 
dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut 
Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang 
didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya.hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
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Selain itu, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk 
dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan 
dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang 
dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-
tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta 
tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas 
perbuatannya.serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 
sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim juga harus 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang 
meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 
(1) huruf f  KUHAP yang mengatur tentang isi surat putusan 
pemidanaan, sebagai berikut: 
f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. 
 
Hakim dalam menjatuhkan putusannya pada kasus yang 
Penulis teliti harus mempertimbangkan dua hal dari dakwaan yang 
diajukan jaksa yang mana tuntutannya tidak bertentangan dengan 
KUHP dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. 
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Dalam putusan No. 145/Pid.B./2012/PN.Wtp. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu 
berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, 
dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan 
hakim adalah keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat 
bukti berupa kayu dan alat bukti surat berupa visum. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam 
hal ini Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan 
menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang 
ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada 
kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan 
perbuatannya. 
Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan 
penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa. Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai 
berikut : 
a. Hal yang memberatkan; 
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka; 
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b. Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama 
persidangan; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa masih di bawah umur. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka 
Penulis berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 
145/Pid.B/2012/PN.Wtp. adalah tepat. Terdakwa dianggap 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terbukti 
secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur delik yang 
dimuat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 ke-1 UU 
No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai dengan yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam 
putusan No. 145/Pid.B./2012/PN.Wtp menurut Penulis sudah 
sesuai dengan aturan hukum yang, yaitu berdasarkan pada 
sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam 
kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim 
adalah keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti 
dan alat bukti surat. Hakim juga mempertimbangkan tentang 
pertanggungjawaban pidana dan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena 
pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat 
yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya 
60 
berada pada kondisi yang sehat, ada unsur melawan hukum, 
serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. 
B. Saran. 
1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar 
bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang dihadapkan di  persidangan, selain itu, 
juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum 
dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, melainkan juga 
hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan 
mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada 
dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. 
Selain itu, Hakim harus lebih teliti dan hati-hati dalam membuat 
pertimbangan dalam surat putusan pemidanaan karena apabila 
tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur maka dapat 
menyebabkan putusan batal demi hukum. 
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